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ABSTRAK 

Olivia Annisa, 15052114 : Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT 

Kota Payakumbuh 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk peran pemerintah 

dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder 

yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini 

ditentukan dengan purpoosive sampling, beberapa informan penelitian yaitu 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Sosial Kota 

Payakumbuh, Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh, Kepala Panitia Aksi Deklarasi 

Penolakan Penyakit Masyarakat Kota Payakumbuh, Masyarakat Kota Payakumbuh. 

Teknis analisis data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara 

kualitatif, berupa Abstrak, kata kata dan pernyataan.  

 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam 

menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh dapat dikatakan peran yang dilakukan 

oleh pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi LGBT Kota 

Payakumbuh tidak berjalan efektif. Disebabkan oleh angka pelaku LGBT dan 

Penyakit Masyarakat semakin meningkat disebabkan karena perda yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kota payakumbuh tidak berjalan bagaimana 

semestinya dan pemerintah Kota Payakumbuh tidak mampu menambahkan pasal 

tentang LGBT. Walaupun sudah dilakukannya aksi penolakan LGBT yang 

bertujuan untuk tidak lain dari menabuh perang terhadap selaruh penyakit 

masyarakat yang beberapa tahun terkahir meningkat tajam. Fenomena tersebut 

semakin merusak dan terus meningkat jika tidak dilakukan antisipasi dari sekarang 

dan kedepannya akibat menjadi lebih fatal sekali.  

Kata Kunci : LGBT, Peran Pemerintah, Fenomena  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat banyak berpengaruh pada 

perilaku kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya. Perubahan tingkah laku 

itu dapat berdampak positif maupun negatif sehingga dapat pula berdampak pada 

perubahan gaya hidup, budaya dan lain sebagainya. Salah satu Dampak negatif dari 

perubahan tingkah laku tersebut adalah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau 

disingkat dengan LGBT.  

LGBT telah menjadi permasalahan yang sangat serius diseluruh negara di 

dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Swain, Keith W ( 2009 ) LGBT merupakan 

suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama 

gender ( Gay and Lesbian ) ataupun dengan biseksual. Dan menurut Jeffrey S(2005) 

merupakan homoseksual dapat diartiken dengan kecendrungan yang kuat akan 

daya tarik erotis seorang justru terhadap sesama jenis kelamin (wanita tertarik 

dengan wanita) dan laki laki tertarik dengan laki laki )tetapi identitas gender mereka 

(perasaan menjadi pria atau wanita) konsisten dengan anatomi seks mereka. Oleh 

karena itu, LGBT merupakan kelompok manusia yang memilikiri kepuasan seksual 

sesama gender.  

Orientasi seksual terkadang merupakan sesuatu yang sulit diterima pada 

sebagian masyarakat. Menurut Kaplan (2009) Orientasi seksual digambarkan 

seperti impuls seksual seseorang yang terdiri dari heteroseksual (jenis kelamin 
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berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama), dan biseksual (kedua jenis 

kelamin). Gay dan lesbian dituliskan sebagai identitas diri pada satu komunitas 

atau lingkungan untuk identitas sosial. Dan menurut Kaplan (2008) orientasi 

Seksual digambarkan seperti impuls seksual seseorang yang terjadi dari 

heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Oleh karena itu, Orientasi seksual 

digambarkan dengan heteroseksual, homoseksual dan biseksual.  

Merujuk pada cara dimana seseorang berperilaku untuk 

mengkomunikasikan gendernya dalam budaya tertentu, misalnya dalam hal 

pakaian, pola komunikasi dan ketertarikan. Menurut Soekanto Soejono (2008) 

Ekspresi gender mungkin tidak konsisten dengan peran gender secara sosial dan  

mungkin tidak mencerminkan identitas gendernya. Sedangkan menurut Semmers 

Randal (2016) ekspresi gender biasanya mencerminkan identitas gender seseorang 

tetapi hal ini tidak selalu terjadi dan terpisah maupun independen baik dari 

orientasi seksual dan jenis kelamin yang ditugaskan sejak lahir.   

Salah satu Kota yang bisa disebut adalah Kota Payakumbuh. Kota budaya, 

pelajar, pariwisata maupun kuliner yang melekat kuat pada Kota yang penuh 

dengan keistimewaan ini. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia 

menciptakan dinamika kehidupan yang unik. Di Payakumbuh muncul interaksi 

antara pendatang dan penduduk lokal sehingga menciptakan penyesuaian nilai dan 

norma. Kesepakatan norma yang berlaku berdasarkan kebutuhan berbagai lapisan 

masyarakat menjadi peluang munculnya beraneka ragam fenomena sosial. LGBT 

salah satu fenomena yang terjadi di Payakumbuh. Pengendalian sosial dan sikap 

masyarakat terhadap satu sama lain lebih kepada kepentingan masing-masing. 



3 
  

 
 

. 

Tabel. 1 

Data Peningktan LGBT Kota Payakumbuh 

Tahun Jumlah 

2016 395 orang 

2017 550 orang 

2018 798 orang 

2019 890 orang 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh  

 

 Berdasarkan dari table diatas angka pelaku LGBT terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya, mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019 sangat banyak terjadi peningkatan. Hal ini diperlukannya peran aktif yang 

dilakukan pemerintah untuk menangani penyakit masyarakat tersebut.  

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh harus mempunyai suatu rencana 

yang matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai bagian dari 

masyarakat Payakumbuh. telah dikeluarkannya Perda nomor 12 tahun 2016 yang 

mengatur tentang penyakit masyarakat, maksiat Kota Payakumbuh. Telah 

dilakukannya penambahan pasal yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Payakumbuh dan telah dilakukannya aksi penolakan LGBT di Kota Payakumbuh 

yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dan pelajar yang ada di Kota 

Payakumbuh, yang bertempat di Lapangan Kubu Gadang, Kecamatan 

Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.  

Sebelumnya terdapat usulan perda ini lahir atas inspirasi Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh yang ingin mendapatkan payung 

hukum lebih kuat atas berbagai penindakan terhadap penyakit masyakat. 

Sebelumnya sudah terdapat dua perda yang mengatur tentang penyakit masyarakat 
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yaitu perda nomor 5 tahun 2007 dan perda 12 tahun 2016 tentang penyakit 

masyarakat dan sudah melakukan perubah terkait perda tersebut.  

Kepala satpol PP Syafrizal mengatakan meski sudah terdapat dua Perda 

yang mengatur tentang penyakit masyarakat namun keduanya belum mampu 

mengakomodirkan berbagai penyakit masyarakat yang terjadi belakang ini. Tujuan 

mengajukan Perda tersebut ketertiban umum penyakit masyarakat, dan maksiat ini 

karena tuntutan kekinian, misalnya perilaku LGBT atau waria. Selanjutnya juga 

tentang batasan hiburan malam yang diadakan masyarakat atau organisasi yang 

selama ini masih bekerja melalui surat edaran Wali Kota Payakumbuh. Perda 

mampu menjawab keresahan masyarakat terkait beberapa penyakit masyarakat, 

termasuk juga balapan liar.  

Berdasarkan obsevasi awal yang dilakukan pada Senin, 17 November 

2019 bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu : 

19 Mei 2019 Warga Kota Payakumbuh dihebohkan oleh 

penangkapan seorang pemuda berinisial RA (16) yang diduga 

merupakan gay, penangkapan tersebut dilakukan warga setelah 

melihat gerak gerik mencurigakan dengan dua orang laki laki 

dipinggir lapangan sepak bola Sari Bulan, Kelurahan Sawah 

Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam penangkapan 

tersebut RA diamankan, sedangkan pasangan RN berhasil 

meloloskan diri setalah kabur menuju sawah. 

Berdasarkan Data yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dari 

tahun ketahun mengalami peningkatan Homoseksual di Kota Payakumbuh sebagai 

berikut : 
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Tabel. 2 

Data Homoseksual Payakumbuh 

Tahun Jumlah 

2013 234 orang 

2014 400 orang 

2016 625 orang 

2018 725 Orang 

   Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh    

Berdasarkan Tabel diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dari jumlah 234 orang menjadi 725 

orang. Dari data diatas bahwa perkembangan LGBT di Kota Payakumbuh sangat 

marak sekali. Bahkan perkembangan LGBT di Kota Payakumbuh mengalami 

peningkatan yang sangat luar biasa.  

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi permasalahan LGBT, 

untuk saat ini Pemerintah belum mempunyai komisi khusus dalam upaya 

penanggulangan sekaligus membatasi berkembangnya LGBT ini. Hanya saja 

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melibatkan sekaligus telah meyerahkan 

wewenangnya terhadap Komisi Penanggulangan AIDS (untuk selanjutnya disebut 

KPA). KPA merupakan sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk 

meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang lebih intensif, 

menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.  

Menurut Elvi Rahmi (2013) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 

merupakan sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya 

Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu 
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dan terkoordinasi. Dan menurut Dani Fauzi (2003) Komisi Penanggulangan AIDS 

ialah salah satu komisi yang bersifat independen yang dibentuk oleh pemerintah 

untuk menanggulangi AIDS. Oleh karena itu, KPA merupakan suatu lembaga 

independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan 

penanggulangan AIDS lebih intensif maupun menyeluruh. 

Selain itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dibuat 

oleh lembaga petinggi dalam pemerintahan yang ada di Indonesia diantaranya 

yaitu :  

1. PP No 61 Tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi terdapat dalam pasal 

26 ayat 2b kehidupan seksual yang sehat sebagaimana yang dimaksudkan 

pada ayat 1 meliputi kehidupan sosial yang : a) terbebas dari infeksi 

menular seksual. b) terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual. 

c) terbebas dari kekerasan fisik dan mental. d) mampu mengatur kehamilan. 

e) sesuai dengan etika moralitas.  

2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang keras karakter pria yang 

berdandang seperti perempuan masuk dalam acara telivisi dengan alasan 

menyelamatkan generasi muda. Dan akhirnya karakter transgender 

perempuan dilarang tampil disemua stasiun televisi di Indonesia  

3. UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf (a) 

menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan persenggamaan yang 

menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya 

dengan mayat, binatang, oral seksual, anal seks, lesbian, dan homoseksual.  
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4. Permensos No 8 Tahun 2012 mengkategorikan LGBT sebagai penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang artinya orang orang LGBT di 

Indonesia dianggap memiliki gangguan untuk menjalankan fusngsi 

sosialnya  

5. Kementrian Telekomunikasi dan Informatika memblok situs situs dengan 

konten terkait pendidikan seksualitas yang komperhensif dan konten yang 

berhubungan dengan LGBT, termasuk didalamnya aplikasi Kencan dan 

emoji yang berteman sesama jenis.  

6. Qanun Jinayah Aceh (Syariah Law) pada pasal 63 dan 64 mengatur tentang 

Jarimah Liwat dan Musahaqah mengkriminalisasi orang orang LGBT di 

Provinsi Aceh. Sepanjang Tahun 2017 – 2018 sudah ada 3 orang 

Homoseksual dan 1 orang Transgender perempuan yang dicambuk karena 

pasal ini.  

7. Peraturan Pemerintah (PP) No 54 tahun 2007 tentang Adopsi anak yang 

mendiskualifikasi pasangan Homoseksual sebagai calon orang tua angkat. 

8. Undang undang tahun 2006 tentang Pornografi yaitu melarang "... setiap 

tulisan atau presentasi audio visual - termasuk lagu, puisi, film, lukisan, dan 

foto-foto yang menunjukkan atau menyarankan hubungan seksual antara 

orang-orang dari jenis kelamin yang sama Mereka yang melanggar hukum 

bisa didenda atau dihukum penjara hingga tujuh tahun. Namun, media 

sekarang memberikan homoseksualitas cakupan yang lebih pada media di 

Indonesia. 
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Sedangkan sanksi hukum bagi Homoseksual menurut KUHP dan hukum 

Pidana Islam :  

1. Ancaman sanksi bagi pelaku tindakan Homoseksual, dalam KUHP 

pasal 292 dianca, pidana penjara 5 tahun  

2. Sedangkan dalam hukum pidana islam bagi pelaku tindakan 

homoseksual jenis hukuman yang di jatukan Had.  

Salah satu peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

menanggulangi LGBT yaitu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun 

kepada pelajar di Kota Payakumbuh, memberikan psycoterapi kepada pelaku 

LGBT Dan pemerintah Kota mengeluarkan perda nomor 12 tahun 2016 tentang 

Penyakit Masyarakat dan telah dilakukannya penambahan pasal tentang Maksiat.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Elvi Rahmi, S.Pd, I.,MA Menyatakan 

bahwa Pemerintah Daerah Bukittinggi harus mempunyai suatu rencana yang 

matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai bagian dari masyarakat 

Bukittinggi. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama dalam bentuk 

program kerja yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah 

pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Perkembangan 

LGBT di Kota Bukittinggi. Afifah Nadiya (2015) menyatakan bahwa penelitian 

ini merupakan penelitian hebat dalam hubungan internasional yang berupaya 

melihat peran pemerintah dan kaitannya dengan dinamika pekerja migran (TKI), 

khususnya perilaku TKW di Hongkong.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas terlihat adanya peran 

pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh, sehingga penting 

untuk diteliti dan hendaknya penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat kota 

payakumbuh,  pelaksanaannya dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh 

untuk kedepannya menjadi lebih baik dan lebih maju. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “ Peran 

Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. LGBT telah menjadi permasalahan yang sangat serius diseluruh negara di 

dunia, termasuk di Indonesia. 

2. Tidak berjalan bagaimana semestinya Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Penyakit masyarakat di Kota Payakumbuh. 

3. Tidak efektifnya peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota 

Payakumbuh.  

C. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya permasalahan yang ada serta keterbatasan waktu dan 

kemampuan penulis, maka penulis akan membatasi masal pada “ Peran 

Pemerintah dalam menganggulangi LGBT Kota Payakumbuh “ 
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D. Rumusan masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana bentuk peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menanggani LGBT Kota Payakumbuh ?  

2. Bagaimana efektifitas peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT 

Kota Payakumbuh ? 

3. Apa saja kendala dalam menanggulangi LGBT Kota Payakumbuh ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk peran yang dilakukan pemerintah dalam 

menanggani masalah LGBT Kota Payakumbuh  

2. Untuk mendeskripsikan efektifitas peran pemerintah dalam menanggulangi 

LGBT Kota Payakumbuh. 

3. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala dalam menanggulangi LGBT Kota 

Payakumbuh 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Teori ini diharapkan memberikan wawasan mengenai LGBT yang lebih 

berfokus membahas tentang peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT 

Kota Payakumbuh  
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pemerintahan terutama bagi pemerintah dalam menangani masalah LGBT 

dilingkungan masyarakat. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Pemerintah  

Mampu menanggulangi dan memberantas LGBT dengan baik dan 

mencari jalan keluar dalam berbagai permasalahan khususnya Gangguan Jiwa. 

Mampu bekerja sama dengan masyarakat sekitar terkait berbagai penyakit 

masyarakat yang ada. 

b. Bagi Masyarakat 

Mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi berbagai 

penyakit masyarakat yang ada di daerah masing masing. Mampu mengarahkan 

dan membimbing supaya tidak pengaruh dengan lingkungan sekitar. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi LGBT Kota 

Payakumbuh, yaitu:  

1. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Perda nomor 12 Tahun 

2016 tetang penyakit masyarakat Kota Payakumbuh, tetapi masih belum berjalan 

sebagaimana semestinya. Perda yang penambahan pasal yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Payakumbuh, tentang maksiat tetapi yang berikan LGBT tersebut 

belum ada didalam perda tersebut.  

2. Efektifitas peran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah Kota 

Payakumbuh masih belum efektif, salah satunya yaitu kegiatan yang di lakukan 

oleh pemerintah Kota Payakumbuh yaitu, penolakan aksi LGBT dan sosialisasi 

Perda nomor 12 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat. 

3. Kendala kendala yang dihadapi pemerintah Kota Payakumbuh dalam 

menanggulangi LGBT yaitu :  

a) Pemerintah tidak mampu mengeluarkan anggaran biaya untuk pelaksaan 

menanggulangan LGBT Kota Payakumbuh.  

b) Pemerintah Kota Payakumbuh masih belum menambahkan pasal tentang 

LGBT  

c) Masyarakat Kota Payakumbuh masih banyak yang belum mendapatkan 

sosialisasi tentang penyakit masyarakat tersebut.  
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B. Saran  

a. Bagi Pemerintah  

Berdasarkan penelitian ini penulis menyatakan, bahwa peran pemerintah 

harus seefektif mungkin menanggulangi masalah LGBT tersebut, pemerintah 

dapat melakukan penambahan pasal tentang LGBT di dalam Perda nomor 12 

Tahun 2016, dan peran pemerintah tersebut dapat berjalan bagaimana semestinya.  

b. Bagi Masyarakat  

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah sebaiknya pemerintah 

berperan aktif dalam masalah untuk menanggulangi LGBT tersebut baik secara 

material maupun secara peran yang ditelah dilakukan oleh pemerintah tersebut. dan 

sebaiknya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi 

masalah LGBT yang ada dilingkungan masyarakat dan khususnya Kota 

Payakumbuh itu sendiri. 
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